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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

1. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan  Hukum Terhadap 

Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan 

Tindak Pidana Korupsi yaitu harus memetakan politik hukum dengan 

pendekatan sejarah hukum, sejarah hukum mengkaji objek bagaimana 

peradilan baru harus dibentuk dengan cara mengsingkronisasikan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer disertai dengan 

mengakomodir KPK agar disertakan dalam penyidikan, artinya KPK harus 

masuk dan terintegrasi dengan UUPM, KPK diberi kewenangan, dan 

selain itu segi penuntutan JPU oditur militer, dan Hakim Tipikor pun harus 

dapat terintegrasi dengan UUPM. Kebijakan verbintennis verband yaitu 

upaya menyimpangi azas lex specialist disiplin militer dalam putusan  

Nomor 363 K/MIL/2017 akan menjadi solusi solusi penegakan hukum. 

2. Kedudukan peradilan militer sebagai suatu peradilan satu-satunya yang 

berwenang memeriksa perkara tindak pidana korupsi prajurit beradasarkan  

asas personalitas yang menekankan pada subyek pelaku tindak pidana 

dengan jabatan yang melekat dan bukan pada perbuatannya semata. Secara 

teori putusan hakim militer tersebut akan dipertanyakan validitasnya, jika 

memutus dibawah minimum. disuatu sisi peradilan koneksitas dan 

peradilan Tipikor menawarkan tata cara pembuktian mengacu pada tujuan 

hukum formil, yaitu menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil 
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adalah kebenaran yang utuh dari suatu perkara tindak pidana korupsi 

dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat 

dengan tujuan untuk mencari keadilan bagi masyarakat. 

B. Saran 

 

1. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan  Hukum saat ini 

menjadi urgensi, maka disarankan agar mempertimbangkan kembali 

Peraturan Penguasa Militer Tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/ 1957 

juncto Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat, dan 

dalam perkembangan selanjutnya mempertimbangkan kembali Undang-

Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, 

2. Disarankan setelah reformasi secara substantif dan struktural, maka 

ditekankan agar peradilan koneksitas dan peradilan militer menjadi 

lembaga peradilan yang solutif untuk mengadili prajurit TNI yang 

melakukan tindak pidana korupsi. 

3. Kedudukan Hukum Pengadilan Militer Yang Mengadili Perkara Tindak 

Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI tidak memiliki wibawa 

hukum, jika memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan 

prajurit TNI dengan putusan pidana minimum.maka, disarankan agar 

peradilan militer dapat mengikuti hakim kasasi dalam putusan Nomor 363 

K/MIL/2017 sebagai yurispudensi. 
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